
PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI SUBANG 

NOMOR : 2 TAHUN2»16-
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN 
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 

DI KABUPATEN SUBANG 
r 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUBANG, 
Menimbang : a. bahwa u n t u k melaksanakan ke tentuan Peraturan Menter i 

Da lam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Pelayanan Admin is t ras i Terpadu Kecamatan, per lu adanya 
pera turan yang mengatur Pelaksanaan Pelayanan 
Admin is t ras i Terpadu Kecamatan (PATEN) d i Kabupaten 
Subang; 

b. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 
pada h u r u f a d i atas, per lu menetapkan Peraturan Bupat i 
Subang tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan 

> . Admin is t ras i Terpadu Kecamatan (PATEN) d i Kabupaten 
Subang. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 T a h u n 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 
T a h u n 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Da lam L ingkungan Provinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1968 Nomor 
3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bers ih dan Bebas dar i 
Korups i , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 T a h u n 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 



5. Undang-Undang Nomor 15 T a h u n 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 T a h u n 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 25 T a h u n 2009 tentang Pelayanan 
' Publ ik (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5038); 

8. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah d iubah beberapa ka l i , t e rakhi r dengan Undang-
Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 T a h u n 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4578); 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 T a h u n 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 T a h u n 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 4741); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 T a h u n 2008 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4826); 

14. Peraturan Menteri....(3) 



14. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah d iubah beberapa ka l i , dengan 
Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 21 T a h u n 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menter i Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia T a h u n 2011 Nomor 310); 

15. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 24 T a h u n 2006 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu P intu ; 

16. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 
r tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Un i t 

Pelayanan Perizinan Terpadu d i Daerah; 

17. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pelayanan Admin is t ras i Terpadu 
Kecamatan; 

18. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah (Berita 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 32); 

19. Keputusan Menter i Da lam Negeri Nomor 138-270 Tahun 
2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan 
Admin is t ras i Terpadu Kecamatan; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 
2007 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja 
Kecamatan d i L ingkungan Pemerintah Kabupaten Subang; 

2 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Pembagian Urusan Wajib dan Pi l ihan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Subang; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 9 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan d i 
Kabupaten Subang; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 
2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 
P in tu (PPTSP) d i Kabupaten Subang; 

24. Peraturan Bupa t i Subang Nomor 14E T a h u n 2008 tentang 
Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan d i 
Kabupaten Subang; 

25. Peraturan Bupa t i Subang Nomor 17 T a h u n 2012 tentang 
Pel impahan Sebagian Kewenangan Bupa t i Kepada Camat 
d i L ingkungan Pemerintah Kabupaten Subang; 

26. Peraturan Bupa t i Subang Nomor 45 T a h u n 2013 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu P intu 
(PTSP); 

27. Keputusan Bupa t i Subang Nomor 138/Kep.205-
Pem/2015 tentang T im Teknis Pelayanan Adminis t ras i 
Terpadu Kecamatan (PATEN) d i Kabupaten Subang. 

MEMUTUSKAN....(4) 



MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PEDOMAN 
PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU 
KECAMATAN (PATEN) DI KABUPATEN SUBANG 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupa t i i n i , yang d imaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Subang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai u n s u r Penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimp in pelaksanaan u r u s a n Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupa t i adalah Bupa t i Subang. 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya d is ingkat dengan SKPD 

adalah satuan kerja perangkat daerah d i l ingkungan Pemerintah Kabupaten 
Subang. 

5. Kecamatan adalah wi layah kerja Camat sebagai perangkat daerah 
Kabupaten. 

6. Camat adalah pemimp in dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan d i 
wi layah kerja kecamatan yang pelaksanaan tugasnya memperoleh 
pel impahan kewenangan pemer intah dar i Bupa t i u n t u k menangani sebagian 
u rusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas u m u m pemerintahan. 

7. Ke lurahan adalah wi layah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten 
dalam wi layah kerja Kecamatan. 

8. Lurah adalah perangkat daerah Kabupaten dalam wi layah kerja Kecamatan 
yang berada d ibawah dan bertanggung jawab kepada Bupa t i mela lu i Camat. 

9. Pelayanan Admin is t ras i Terpadu Kecamatan selanjutnya dis ingkat PATEN 
adalah penyelenggara pelayanan pub l i k d i Kecamatan dar i tahap 
permohonan sampai ke tahap terbi tnya dokumen dalam satu tempat. 

10. Kegiatan deseminasi adalah pemberian pemahaman kepada aparatur 
pemerintah daerah sehingga memahami gambaran u m u m penyelenggaraan 
PATEN serta a r t i pent ing dan manfaat PATEN dengan langkah- langkah 
mewujudkan PATEN. 

BAB 11 
RUANC LINCKUP 

Pasal 2 
Ruang L ingkup PATEN me l ipu t i : 
a. Pelayanan bidang periz inan; dan 
b. Pelayanan bidang non periz inan. 



BAB I I I 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 3 

(1) Maksud penyelenggara PATEN adalah mewu judkan Kecamatan sebagai 
pusat pelayanan masyarakat dan menjadi s impu l pelayanan bagi Kantor 
Pelayanan Terpadu d i Kabupaten. 

(2) PATEN mempunya i t u j u a n u n t u k meningkatkan kua l i tas dan mendekatkan 
pelayanan kepada masyarakat. 

BAB IV 

PERSYARATAN PENYELENGGARAAN PATEN 

Pasal 4 
Kecamatan sebagai penyelenggaraan PATEN harus memenuh i syarat, me l iput i : 
a. Substantif , adanya pe l impahan sebagian wewenang Bupa t i kepada Camat 

yang terd i r i dar i : 
1. Bidang periz inan; dan 
2. Bidang non periz inan. 

b. Administrat i f ; dan 
c. Teknis. 

Pasal 5 

(1) Pendelegasian sebagian wewenang Bupa t i sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 4 pada h u r u f a d i laksanakan berdasarkan efesiensi dan efektivitas 
penyelenggaraan pelayanan. 

(2) Pendelegasian sebagian wewenang Bupa t i kepada Camat d i te tapkan dengan 
Peraturan Bupat i . 

Pasal 6 

(1) Persyaratan admin is t ra t i f sebagaimana d imaksud da lam Pasal 4 h u r u f b 
me l iput i : 

a. Penyusunan visi , m is i dan moto pelayanan; 
b. Standar pelayanan; dan 
c. Pengefektifan tugas pokok dan fungsi personil Kecamatan. 

(2) Standar Pelayanan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f b, me l iput i : 

a. Jenis pelayanan; 
b. Persyaratan pelayanan; 
c. Proses prosedur pelayanan; 
d. Pejabat yang bertanggung Jawab terhadap pelayanan; 
e. Wak tu pelayanan; dan 
f. Biaya pelayanan. 



Pasal 7 

[1] Persyaratan teknis sebagaimana d imaksud dalam Pasal 4 pada h u r u f c 
me l iput i : 
a. Sarana prasarana; dan 
b. Pelaksana teknis. 

(2) Pemenuhan syarat secara teknis dapat d i l akukan mela lu i : 
a. Fasi l i tasi oleh t i m teknis penyelenggara PATEN Kabupaten yang 

me l iput i inventarisasi sarana dan prasarana serta j u m l a h dan kual i tas 
personi l Kecamatan. 

b. Langkah- langkah in is iat i f dar i Camat yang me l ipu t i : 
1. inventarisasi sarana dan prasarana serta j u m l a h dan kual i tas 

personil Kecamatan; 
2. pembangunan komi tmen kesiapan se luruh personil Kecamatan 

u n t u k melaksanakan PATEN dalam bentuk ber i ta acara yang 
d i tandatangani oleh se luruh personil Kecamatan; dan 

3. penyampaian secara tertul is oleh Camat kepada t i m teknis 
penyelenggara PATEN Kabupaten mengenai kesiapan Kecamatan 
sebagai penyelenggara PATEN. 

Pasal 8 

Sarana prasarana sebagaimana d imaksud dalam Pasal 7 pada ayat (1) h u r u f a, 
me l iput i : 
a. loket/meja pendaftaran; 
b. tempat pemprosesan berkas; 
c. tempat pembayaran; 
d. tempat penyerahan dokumen; 
e. tempat pengolahan data dan informasi ; 
f. tempat penanganan pengaduan; 
g. tempat piket; 
h. ruang tunggu; dan 
i . perangkat p endukung la innya. 

Pasal 9 

(1] Pelaksana teknis sebagaimana d imaksud dalam Pasal 7 ayat (1) h u r u f b, 
me l iput i : 
a. petugas informasi ; 
b. petugas loket/penerima berkas; 
c. petugas operator komputer ; 
d. petugas pemegang kas; dan 
e. petugas la in sesuai kebutuhan . 

(2) Pelaksana teknis sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i te tapkan dengan 
Keputusan Camat. 

(3) Pelaksana teknis sebagaimana d imaksud pada ayat (1) adalah Pegawai d i 
Kecamatan. 



Pasal 10 

U n t u k menunjang efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan PATEN, Kecamatan 
dapat menyediakan sistem informasi online a t aupun berupa papan informasi 
m a u p u n brosur-brosur . 

BAB V 
PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN 

TIM TEKNIS PATEN 

Bagian Kesatu 
^ Penetapan 

Pasal 11 

(1) Bupat i menetapkan Kecamatan yang telah memenuh i persyaratan 
sebagaimana d imaksud dalam Pasal 4 sebagai penyelenggara PATEN. 

(2) Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) d i te tapkan dengan Keputusan Bupat i . 

(3) Kecamatan yang te lah d i te tapkan sebagai penyelenggara PATEN dapat 
menyelenggarakan acara peresmian penyelenggara PATEN oleh Bupat i 
a tau Pejabat la innya yang d i t u n j u k dan menandatangani perubahan 
pelayanan Kecamatan dar i pelayanan konvensional ke penyelenggaraan 
PATEN sekaligus sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat. 

(4) Sosialisasi lebih lan ju t d i l akukan oleh Camat d i wi layahnya masing-
masing. 

Bagian Kedua 
T Pembentukan T im Teknis PATEN 

Pasal 12 
(1) Bupa t i membentuk t i m teknis penyelenggara PATEN d i T ingkat Kabupaten. 

(2) T im sebagaimana d imaksud pada ayat (1) t e rd i r i dar i : 
a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Subang. 
b. Wak i l Ketua : Asisten Tata Praja 
c. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan U m u m 
d. Anggota : 

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
2. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
3. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan 
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi l 
5. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM 
6. Kepala Dinas Per industr ian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar 
7. Sekretaris Inspektorat Daerah 
8. Kepala Bagian H u k u m , Perundang-undangan dan HAM Setda. 
9. Kepala Bagian Organisasi Setda 
10. Kepala Bagian Perekonomian Setda 
11 . Kepala Kan tor Arsip Daerah 



(3) T im teknis PATEN sebagaimana d imaksud pada ayat (2) mempunya i tugas: 
a. Mempersiapkan rancangan kebi jakan dan pe tun juk u m u m / t e k n i s yang 

d i b u t u h k a n da lam rangka penetapan penyelenggaraan PATEN; 
b. Menyusun langkah- langkah strategis da lam rangka penerapan 

penyelenggaraan PATEN kepada masyarakat; 
c. Memfasi l i tasi terselenggaranya PATEN; dan 
d. Merekomendasikan kepada Bupat i u n t u k Kecamatan yang telah 

memenuh i syarat d i te tapkan sebagai penyelenggara PATEN. 

(4] T im Teknis PATEN sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d i te tapkan dengan 
Keputusan Bupat i . 

f BAB VI 
PEJABAT PENYELENGGARA PATEN 

Pasal 13 

Pejabat penyelenggara PATEN terd i r i atas : ^ 
a. Camat; 
b. Sekretaris Kecamatan; dan 
c. Kepala Seksi Pelayanan U m u m Kecamatan. 

Pasal 14 

(1) Camat sebagaimana d imaksud dalam Pasal 13 h u r u f a adalah penanggung 
jawab penyelenggaraan PATEN. 

(2) Camat sebagaimana d imaksud dalam Pasal 13 h u r u f a mempunya i tugas : 
a. Memimpin , mengkoordinasikan dan mengendal ikan penyelenggaraan 

PATEN; 
b. Menyiapkan rencana anggaran dan biaya; 
c. Menetapkan pelaksanaan teknis; dan 
d. Mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Bupa t i mela lui 

Sekretaris Daerah. 

Pasal 15 

(1] Sekretaris Kecamatan sebagaimana d imaksud dalam Pasal 13 pada h u r u f 
b mempunya i tugas me lakukan penatausahaan admin is t ras i PATEN. 

(2) Sekretaris Kecamatan sebagaimana d imaksud dalam Pasal 13 h u r u f b 
adalah penanggung jawab kesekretariatan/ ketatausahaan 
penyelenggaraan PATEN. 

(3) Sekretaris Kecamatan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) bertanggung 
jawab kepada Camat. 

Pasal 16 

(1] Kepala Seksi Pelayanan U m u m Kecamatan sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 13 h u r u f c mempunya i tugas melaksanakan teknis pelayanan 
bersama para pelaksana teknis PATEN Kecamatan. 

(2] Kepala Seksi Pelayanan U m u m Kecamatan bertanggung jawab kepada 
Camat. 



Pasal 17 
Sekretaris Kecamatan sebagaimana d imaksud dalam Pasal 15 me lakukan 
pengelolaan layanan secara t ransparan dan akuntabe l . 

BAB VI I 

PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN 

Pasal 18 

(1] Pembiayaan penyelenggaraan PATEN dibebankan pada APBD, merupakan 
bagian yang t idak terp isahkan dar i rencana kerja dan anggaran 
Kecamatan. 

(2) Hasil pener imaan penyelenggaraan PATEN Kecamatan wajib disetorkan ke 
kas daerah. 

BAB VI I I 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 19 
(1) Bupa t i me lakukan pembinaan dan pengawasan da lam penyelenggaraan 

PATEN. 

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
didelegasikan kepada T im Teknis PATEN Kabupaten yang d i te tapkan 
dengan Keputusan Bupat i . 

Pasal 20 
(1) Kegiatan pembinaan dan pengawasan yang d i l akukan dapat dibagi dalam 

beberapa bagian ya i tu me l iput i : 
a. Deseminasi ber tu juan agar aparatur Pemerintah Daerah memahami 

gambaran u m u m PATEN, a r t i pent ing dan manfaat PATEN, serta 
langkah- langkah mewujudkan PATEN d i l akukan secara bert ingkat 
mela lui berbagai per temuan atau kun jungan ke daerah yang berkai tan 
dengan kiner ja pemer intah daerah dan penyelenggaraan pelayanan 
pub l i k dan dapat mengikutser takan u n s u r - u n s u r la in separti instansi 
pemer intah daerah yang menangani b idang pelayanan pub l ik , lembaga 
ban tuan swasta dan lembaga swadaya masyarakat; 

b. Upaya peningkatan kapasitas penyelenggaraan PATEN secara efektif 
dan efisien dan d i l akukan mela lui kegiatan-kegiatan lokakarya dan 
pelat ihan serta konsul tas i ; 

c. Moni tor ing dan evaluasi u n t u k meni la i perkembangan pelaksanaan 
PATEN dan mengetahui hambatan-hambatan da lam penerapannya 
serta peluang yang dapat d i t indak lan ju t i u n t u k peningkatan kual i tas 
PATEN d i l akukan dengan cara sebagai be r ikut : 



1. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan PATEN yang telah 
d i l akukan oleh Kecamatan mela lui laporan yang d isampaikan 
Camat, kun jungan langsung ke Kecamatan penyelenggara PATEN 
m a u p u n mengundang pemangku kepent ingan dalam PATEN, 
seperti perwaki lan Tokoh Masyarakat, Lembaga Swadaya 
Masyarakat dan Pers; 

2. Me lakukan pemantauan mengenai pelaksanaan wewenang yang . 
d i l impahkan kepada Camat, d i bidang periz inan dan non periz inan, 
efektivitas pelaksanaannya u n t u k mengetahui hambatan-hambatan 
penyelenggaraan kewenangan tersebut; dan 

3. Monitor dan evaluasi penyelenggaraan tugas la innya yang 
d i tugaskan kepada Camat. 

d. Pelaporan penyelenggaraan PATEN d i l akukan secara berkala dan 
secara berjenjang ya i tu : 
1. Kecamatan menyampaikan Laporan tentang pelaksanaan PATEN 

kepada T im Teknis PATEN Kabupaten setiap akh i r bu lan ; 
2. T im teknis PATEN Kabupaten melaporkan hasi l fasil itasi PATEN 

dar i Kecamatan dan setiap akh i r t a h u n melaporkan hasi l 
pembinaan dan pengawasan PATEN kepada Bupa t i ; dan 

3. Bupa t i melaporkan hasi l penyelenggaraan PATEN dalam Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menter i 
Da lam Negeri me la lu i Gubernur . 

(2) Hasil mon i to r ing dan evaluasi mengenai penyelenggaraan PATEN dan 
pelaksanaan sebagian wewenang yang d i l impahkan Bupa t i kepada Camat 
akan menjadi bahan rekomendasi dan d i laporkan kepada Bupa t i u n t u k 
peni laian k iner ja Camat. 

(3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana d imaksud dalam ayat (1) 
d isampaikan oleh Bupa t i kepada Gubernur dengan tembusan Menteri 
Dalam Negeri c.q. D i r ek tu r Jenderal B ina Admin is t ras i Kewilayahan. 

BAB IX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 21 
Setiap penerima layanan d iber ikan kemudahan u n t u k mendapatkan informasi . 

Pasal 22 
(1) Masyarakat berperan serta secara akt i f dalam penyelenggaraan PATEN. 

(2) Peran serta sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat berupa : 
a. I k u t serta da lam penyusunan standar pelayanan; 
b. Member ikan masukan dalam proses penyelenggaraan layanan; dan 
c. Memenuhi semua persyaratan pada saat meminta layanan. 



Pasal 23 
Seluruh Kecamatan d i Kabupaten Subang akan d i te tapkan sebagai 
penyelenggara PATEN dengan Keputusan Bupat i . " 

B A B X 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 24 
Peraturan Bupa t i i n i m u l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan Pengundangan Peraturan 
Bupat i i n i dengan penempatannya dalam Ber i ta Daerah Kabupaten Subang. 

PARAF KOORDlKASi 

Waki! Bupa'i Subang 

Sekda Kab. Subang n Asda 1 

Kabag Hukum dan HAM 
Getda Kab. Subang 

Kabaq Pemerintahan Umum 
Sutda'Ksb. Subanq 

Ditetapkan d i Subang 
pada tangga l , 15 Januari 2il6 

ATI SUBANG, 

. OJANG SOHANDl 

D iundangkan d i Subang 
pada tanggal* 22 Januari 2il6 

SEKRETARIS DAEI 
KABUPATEN Si 

URAKHMAN, M.Si 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN . 2<I1& NOMOR 2 



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUBANG 
NOMOR : 2 TAHUN 2$tB 
TANGGAL : 19 Januar i 2® 16 
PERIHAL : PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN 

ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 
DI KABUPATEN SUBANG 

A. PERSIAPAN PENYELENGGARAAN PATEN O L E H KECAMATAN 

Persiapan penyelenggaraan PATEN oleh Kecamatan dapat d i l akukan 
mela lu i langkah- langkah sebagai ber ikut : 

1. Inventar isas i Sarana dan Prasarana 
a. Camat m e n u n j u k Sekretaris Kecamatan sebagai penanggung jawab 

kesekretariatan penyelenggaraan PATEN sesuai dengan Pasal 18 
Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 4 T a h u n 2010 tentang 
Pedoman Pelayanan Adminis t ras i Terpadu Kecamatan yang d iban tu 
oleh personi l Kecamatan la innya u n t u k menginventarisasi data 
sarana dan prasarana serta personil yang ada u n t u k menjadi 
pelaksana teknis pelayanan berbasis PATEN, termasuk juga 
pendataan rencana kebutuhan . 

b. Setelah ter inventarisasi , Camat menyusun data sarana dan 
prasarana serta personil yang akan menjadi pelaksana teknis PATEN 
yang d i tuangkan dalam Keputusan Camat selanjutnya melaporkan 
ke T i m Teknis Kabupaten mela lui Bagian Pemerintahan U m u m 
Sekretariat Daerah. 

c. Sarana prasarana dan Pelaksana Teknis PATEN : 

1) Sarana dan prasarana : 
a) Meja informasi dan pendaftaran di lengkapi dengan b u k u t amu ; 
b) Loket pener imaan berkas awal di lengkapi dengan b u k u register 

pelayanan; 
c) Tempat pemrosesan berkas dan pengolahan data dan informasi 

d i lengkapi dengan komputer ; 
d) Tempat pembayaran di lengkapi dengan b u k u ku i t ans i dan 

laporan keuangan; 
e) Tempat penyerahan berkas selesai d i lengkapi dengan b u k u 

register penyelesaian berkas; 
f) Tempat penanganan aduan atau kotak aduan; 
g) Ruang tunggu di lengkapi dengan k u r s i dan fasilitas 

p endukung la innya; 
h) Papan informasi ; dan 
i) Komputer pelayanan costumer service. 

2) Personil pelaksana teknis PATEN 
a) Petugas Informasi 

Bertugas menyapa warga dan member i in formasi kepada warga 
yang datang, serta mengarahkan warga ke tempat pelayanan 
juga memperbaharu i semua informasi d i papan informasi . 



b) Petugas Penerima Berkas 
Mener ima dan memeriksa berkas persyaratan pelayanan, 
mengagendakan serta menyusun berkas ke luar masuk loket 
pelayanan. ^ 

c) Petugas Operator Komputer 
I n p u t data warga pengguna pelayanan dan jen is pelayanan 
yang d ia jukan, mencetak surat a tau rekomendasi yang 
d imohonkan serta mengumpu lkan dan memperbaharui data 
perkembangan pelayanan pub l ik . 

d) Petugas Pemegang Kas 
Berperan sebagai kasir d i loket, m e m b u k u k a n setiap uang 
yang masuk dan menyusun laporan keuangan secara berkala. 

2. Pembangunan Komitmen 
a. Camat me lakukan rapat bersama se luruh personil kecamatan 

mengenai kesiapan se luruh u n s u r kecamatan u n t u k 
menyelenggarakan PATEN berdasarkan Peraturan Menter i Dalam 
Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan 
Admin is t ras i Terpadu Kecamatan sehingga akan terbangun persepsi 
dan ke ing inan yang sama dalam rangka penyelenggaraan PATEN d i 
Kecamatan. 

b. Komi tmen se luruh personil kecamatan u n t u k menyelenggarakan 
PATEN d i tuangkan dalam bentuk berita acara yang d i tandatangani 
se luruh personi l kecamatan u n t u k m e n u n j u k k a n telah ada 
kesamaan persepsi da lam penyelenggaraan PATEN d i Kecamatan. 

3. Penyusunan V i s i , Misi dan Motto Pelayanan 
a. Penyusunan Vis i , Mis i dan Motto Pelayanan adalah proses u n t u k 

mengembangkan cara pandang bersama terhadap kondis i yang 
ing in dicapai da lam pelayanan kepada masyarakat (visi pelayanan) 
dan langkah- langkah u n t u k mencapainya (misi pelayanan) serta 
seruan a tau kata-kata yang menggambarkan motivasi , semangat 
dan t u j u a n dar i pelayanan Kecamatan (motto pelayanan). 

b. Adapun t u j u a n dar i penyusunan visi , m is i dan motto pelayanan 
adalah : 

1) Memahami keberadaan, tu juan dan cara pencapaian tu j uan 
organisasi serta meningkatkan pemahaman akan peran sebagai 
pelayan masyarakat. 

2) Men ingkatkan pengetahuan dan pemahaman aparatur 
Kecamatan mengenai visi , mis i , motto, pr ins ip serta n i la i -n i la i 
da lam penyelenggaraan pelayanan pub l ik . 

3) Member i landasan pengembangan program dan peningkatan 
sumber daya manus ia d i Kecamatan. 

c. Penyusunan visi , m is i dan motto pelayanan : 

1) Penyusunan Vis i 

a) Vis i adalah keadaan yang ing in d iharapkan oleh pemerintah 
kecamatan pada masa yang akan datang. 



b] Ka l imat v is i h a m s : spesifik, terukur, dapat dicapai, terpercaya, 

terikat waktu. V is i yang jelas member ikan kepada setiap 
anggota organisasi kekuatan , motivasi , tenaga dan 
pengorbanan. 

c) Contoh ka l imat visi d imu la i dar i kata-kata "terwujudnya atau 

terciptanya... (apa?), yang ... (bagaimana?) di... (dimana?)pada 

... (kapan?) 

2) M e ru m u skan Mis i 

a) Mis i adalah rangkaian upaya yang per lu d i l akukan oleh 
pemer intah keeamatan u n t u k mewu judkan vis i . 

b) Membuat v is i berdasarkan pada aspek Sumber Daya Manusia, 
pendanaan, sarana dan prasarana serta metode pelayanan 
(organisasi, sistem, kebijakan). 

c) Contoh pertanyaan kune i : upaya-upaya apa saja yang harus 

dilakukan terhadap sumber daya manusia yang ada di 

kecamatan untuk mencapai visi yang ada. 

3) M e ru m u skan Motto 

a) Motto pelayanan merupakan seruan a tau kata-kata yang 
menggambarkan motivasi , semangat dan t u j u a n dar i 
pelayanan kecamatan. 

b) Motto menggambarkan gagasan tentang motivasi yang 
mencerminkan semangat da lam melaksanakan pelayanan. 

c) Contoh yang menggambarkan motivasi , "anda butuh kami 

siap". 

4. Pengefektifan tugas pokok dan fungsi personil Kecamatan 

a. Kegiatan tersebut d i l akukan u n t u k memetakan tugas sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi setiap pegawai Kecamatan 
berdasarkan Peraturan Bupa t i Subang Nomor 7 T a h u n 2008 
tentang Rincian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan 
Ke lurahan d i Wilayah Kabupaten Subang. 

b. Kegiatan i n i ber tu juan : 

1) Member i pemahaman kepada s e l u m h pegawai Kecamatan dan 
memperjelas u ra i an tugas sesuai tugas dan fungsinya masing-
masing. 

2) Memperjelas hubungan ura ian tugas dengan prosedur pelayanan 
pub l ik . 

3) Menyusun rencana perbaikan dalam menja lankan tugas. 

4) Mempermudah sistem Pengendalian In t e rn Pemerintah. 

5) Mempermudah sistem kiner ja pegawai. 

6) Memandu kegiatan penyelenggaraan pelayanan sinergis dengan 
t u j u a n organisasi yang ing in dicapai. 

c. Hasi l Kegiatan i n i d i tuangkan dalam ben tuk uraian tugas se luruh 
pegawai Kecamatan sebagai pedoman bagi se luruh pegawai 
berka i tan dengan tugas dan fungsi masing-masing da lam 



5. Penyusunan Standar Pelayanan 

a. Penyusunan Standar Pelayanan Adalah kegiatan u n t u k menyusun 
jenis , persyaratan pelayanan dan a lur proses penyelesaian 
pelayanan pub l i k yang diselenggarakan, sehingga setiap jenis 
pelayanan memi l i k i kepast ian yang menjadi pedoman baik bagi 
pegawai m a u p u n masyarakat da lam penyelenggaraan pelayanan. 

b. Kegiatan penyusunan standar pelayanan ber tu juan : 

1) Menghindar i tumpang t i n d i h pelaksanaan tugas, meningkatkan 
ketert iban dan efisiensi bekerja. 

2) Menjadi pedoman dan infromasi bagi pegawai Kecamatan dan 
masyarakat da lam penyelenggaraan pelayanan. 

3) Membantu kepatuhan, kepast ian dan kemandi r ian pegawai 
da lam bekerja, t e rutama menyelesaikan pelayanan pub l ik . 

4) Men ingkatkan akuntab i l i tas dan t ransparans i pelayanan. 

B.RINCIAN KEBUTUHAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PATEN 

Kebutuhan penyelenggaraan Pelayanan Admin is t ras i Terpadu 
Kecamatan dapat dikategor ikan dalam 4 (empat) kelompok besar, ya i tu : 

1. Rehab Ruangan a tau Pembuatan Partisi loket pelayanan 
a. Pembangunan Rehab/pembuatan par t i s i (sesuai kondis i d i 

Kecamatan); 
b. Meja pendaftaran/ penerimaan berkas; 
c. Meja penyerahan hasi l ; 
d. Meja pembayaran re t r ibus i ; dan 
e. Meja customer service. 

2. Kelengkapan Ruang Pelayanan 
a. Loket pelayanan yang representatif; 
b. Komputer 6 sampai dengan 8 buah dengan p e r u n t u k a n : 

1) Ruang Camat 1 buah ; 
2) Ruang Sekretaris Kecamatan 1 buah ; 
3) Ruang Pengolahan Data 3 sampai dengan 4 buah ; 
4) Loket Pelayanan 1 buah ; dan 
5) Customer Service a tau informasi 1 buah . 

c. Ruang Tunggu yang representatif : 
1) Kurs i ruang tunggu; 
2) TV; 
3) AC; 
4) Tempat Koran; dan 
5) Tempat M i n u m . 

d. Mesin An jungan Informasi; 
e. Mesin A n t r i E lektronik ; 
f. Kotak/ Tempat Pengaduan Masyarakat; 
g. Papan Informasi Pelayanan; 
h. Papan Informasi Visi , Mis i dan Motto Pelayanan; 
i. Papan Informasi Standar Pelayanan. 

3. Kelengkapan Lain 



c. Pembuatan Hotspot/ w i f i ; 
d. Lemari kaca (pameran p roduk lokal); 
e. Toilet; 
f. Ruangan I b u Menyusu i (ruang Laktasi); dan 
g. Tu l isan "Selamat Datang D i Kecamatan.... Penyelenggara Pelayanan 

Admin is t ras i Terpadu Kecamatan (PATEN)" (dapat berupa baligo, 

papan atau bentuk lainnya yang dapat dilihat oleh masyarakat). 

4. Peningkatan Sumber Daya Manusia 
a. B imbingan Teknis pelaksana Pelayanan Admin is t ras i Terpadu 

Kecamatan; 
b. S tud i Banding. 



LAMPIRAN I I PERATURAN BUPATI SUBANG 
NOMOR 
TANGGAL 
PERIHAL 

2 TAHUN : 2 f l 6 
19 Januari 2«16 

PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN 
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 
DI KABUPATEN SUBANG 

C O N T O H V I S I , M I S I D A N M O T T O P E L A Y A N A N 

KECAMATAN SUBANG 
KABUPATEN SUBANG 

Motto 
« ANDA BUTUH, KAMI S IAP" 

V I S I ' 
T E R W U J U D N Y A P E L A Y A N A N Y A N G P R I M A , T R A N S P A R A N D A N 
M E M I K A T R A T I D I K E C A M A T A N S U B A N G 

M I S I 
1. Men ingkatkan kua l i tas pegawai kecamatan Subang yang siap dalam 

segala ha l pelayanan, r amah dan berdis ip l in t inggi . 

2. Menerapkan proses pelayanan yang efektif, efisien dan t ransparan 
u n t u k mencapai bas i l yang lebih berkual i tas. 

3. Menggunakan fasilitas kerja yang tepat guna u n t u k tercapainya 
kua l i tas pelayanan yang opt imal . 

4. Menc iptakan h u b u n g a n kerja yang harmonis antara pegawai, 
ins tans i dan masyarakat. 

5. Menc iptakan l ingkungan kerja yang bersih, rap i dan nyaman u n t u k 
kepuasan semua p ihak. 

PARAF K00RDiNA5i 

Wakil Bupati Subang 

Kabag Pemerintshan Umum \ 
Gstda Kab. Subanq I 

Sekda Kab. Subang | 

Asda! 1 

Ksbag HCskurn dan HAM \• 
Setda Kab. Subang 1 

^ B U P A T I SUBANG, 

J ' ^ O J A N G SOHANDI 



Lampiran I : Keputusan Camat. 
Nomor 
Tanggal 
Tentang 

SUSUNAN TIM PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN 

KECAMATAN 

1. Penanggung Jawab 

2. Penanggung jawab Kesekretariatan 

3. Penanggung j awab Teknis 

4. Penanggung jawab Har ian 

5. Petugas In formasi 86 Pengaduan 

6. Petugas Loket/ Penerima Berkas 

7. Petugas Loket/ Penyerahan Berkas 
Akhir/Pemegang Kas 

8. Petugas Operator komputer 

9. Petugas Jaga/P ike t 

Camat. 

Sekretaris Kecamatan 

Kepala Seksi Pelayanan U m u m 

Para Kepala Seksi 

Staf Kecamatan*) ' 

Staf Kecamatan*) 

Staf Kecamatan*) 

Staf Kecamatan*) 

Staf Kecamatan*) 

CAMAT 

*) Disesuaikan dengan kondisi pegawai di kecamatan 



Lampiran I I : Keputusan Camat 
Nomor : 
Tanggal : 
Tcntang : 

RINCIAN TUGAS TIM PELAKSANA PATEN 

I. RINCIAN TUGAS TIM PELAKSANA PATEN : 

A. PENANGGUNG JAWAB KESEKRETARIATAN : 
1. Melaksanakan penatausahaan administrasi PATEN; 
2. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung PATEN; 
3. Melaksanakan pembinaan petugas teknis PATEN; 
4. Mengoreksi dan memaraf surat; dan 
5. Merumuskan tindaklanjut pengaduan/ keluhan masyarakat. 

B. PENANGGUNGJAWAB TEKNIS : 
1. Mempelajari berkas dan melakukan validasi; ^ 
2. Mengoreksi dan memaraf surat; 
3. Melaksanakan koordinasi dan supervisi teknis pelaksanaan PATEN; 

dan 
4. Membuat Laporan Pelaksanaan PATEN. 

C. PENANGGUNG JAWAB HARIAN : 
1. Mempelajari berkas dan melakukan validasi sesuai tupoksi; 
2. Mengoreksi dan memaraf surat sesuai tupoksi; 
3. Melaksanakan supervisi harian terkait teknis pelaksanaan PATEN; 

dan 
4. Membuat Laporan Harian Pelaksanaan PATEN. 

D. PETUGAS INFORMASI DAN PENGADUAN : 
1. Memberikan senyum dan menyapa tamu/pemohon yang datang; 
2. Memberikan informasi sesuai kebutuhan tamu/pemohon; 
3. Mengarahkan/ mempersilakan tamu/ pemohon layanan yang akan 

bertemu pejabat dan pegawai Kecamatan untuk konsultasi khusus; 
4. Membawa surat yang telah diproses di loket/ meja pelayanan untuk 

diparaf oleh Kepala Seksi dan Sekretaris Kecamatan, serta 
meneruskannya ke Camat untuk ditandatangani dan 
mengembalikannya ke loket/ meja pelayanan (Petugas Penyerahan 
Berkas); 

5. Memperbaharui semua informasi di Papan Informasi; 
6. Menerima aduan/keluhan masyarakat. 

E. PETUGAS LOKET/ PENERIMA BERKAS : 
1. Memberikan senyum dan menyapa tamu/ pemohon yang datang; 
2. Memeriksa berkas persyaratan pelayanan yang diajukan warga 

masyarakat; 
3. Menyampaikan penjelasan kepada pemohon layanan apabila ada 

berkas yang belum lengkap; 
4. Memeriksa/ melakukan verifikasi berkas dan pertimbangan 

administrasi, apabila berkas sudah lengkap, dilanjutkan ke Kepala 
Seksi Pelayanan Umum untuk divalidasi, apabila berkas tidak 
lengkap, maka dikembalikan kepada pemohon un tuk dilengkapi; 



F. PETUGASLOKETPENYERAHANBERKAS/PEMEGANGKAS : 
1. Mener ima pembayaran ta r i f layanan (j ika ada) dan member ikan 

tanda t e r ima pembayaran kepada pemohon layanan; 
2. M e m b u k u k a n setiap uang yang m a s u k d i loket/ meja pelayanan; 
3. Menyerahkan Surat Iz in dan Non Iz in yang sudah selesai diproses 

kepada pemohon layanan; 
4. Mengagendakan surat ke luar ; 
5. Menyerahkan sal inan Surat Iz in dan/ atau Non Iz in yang te lah 

selesai diproses kepada petugas arsip Kecamatan. 
6. M e n y u s u n laporan keuangan secara berkala; dan 
7. Menyetor pener imaan ta r i f layanan ke Kas Daerah. 

G. PETUGAS OPERATOR KOMPUTER : 
1. Me l akukan i n p u t data pemohon layanan; 
2. Memasukkan data yang d ipe r lukan da lam format database PATEN; 
3. Memperbaharu i perkembangan data Kecamatan dan Pelayanan 

Publ ik ; 
4 . Mengamankan data yang sudah t e r k u m p u l (back up) data base ke 

dadam media peny impanan a tau kompute r l a in secara berkala; dan 
5. Mencetak Surat Iz in dan/ a tau Non Iz in. 

H. PETUGAS JAGA PIKET : 
1. Member ikan senyum dan menyapa t a m u / pemohon yang datang; 
2. Memin ta t a m u / pemohon yang datang u n t u k mengis i b u k u t a m u ; 
3. M e m b u k a k a n p i n t u Ruang Pelayanan; 
4 . Mengarahkan/ mempers i lakan t a m u / pemohon yang datang ke 

l oke t /me j a pelayanan; dan 
5. Menjaga keter t iban ruang pelayanan. 

CAMAT 

Kab&g Hvik^im dan i iAM 
Setda Kab, Subnnn 

Krboq Pemerintahc n Umufn 
Patda Kab. Subanq 

\ ,1 ^ U P A T I SUBANG, 

Kj'}> TTftrOJANG SOHANDI 


